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RINGKASAN  
Jaminan merupakan salah satu faktor penting untuk pemberian kredit dari 
kreditur kepada debitur. Salah satu jaminan kebendaan yang pada umumnya 
menjadi jaminan kredit adalah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah tinggal, 
ruko, pabrik atau gudang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
(selanjutnya disebut UUHT) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah. Pengikatan atas jaminan tanah dan bangunan 
dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan. Akta Pemberian Hak Tanggungan 
ini haruslah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak 
Tanggungan yang menjadi bukti kuat hak kreditur sebagai pemegang Hak 
Tanggungan atas jaminan. Tetapi terkadang Sertipikat Hak atas tanah yang 
menjadi obyek dari Hak Tanggungan tersebut palsu sehingga Sertipikat Hak 
Tanggungan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Ketika Sertipikat Hak 
Tanggungan dibatalkan menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum 
terhadap kreditur yang harus menderita kerugian dikarenakan kehilangan hak 
prefern atas hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud 
untuk menganalisis pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan 
Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang palsu. 
Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil 
bahwa atas kelalaiannya yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan maka berdasarkan pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk 
mengganti kerugian terhadap Kreditur. 
Hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan Kreditur. “Perlindungan juga 
diberikan kepada Debitur dan pemegang Hak Tanggungan, bahkan juga kepada 
pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang 
piutang Kreditur dan Debitur, dalam hal debitur cidera janji. Sertifikat Hak 
Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  atas nama Kreditur 
merupakan bukti adanya hubungan hukum keperdataan antara Kreditur dengan 
Debitur, dimana Debitur telah berhutang kepada Kreditur dengan jaminan 
Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Debitur. 
Bukti kuat Hak Tanggungan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak 
Tanggungan. 
Menjadi penting untuk diperhatikan dalam Pendaftaran Hak Tanggungan ialah: 
“Hak Tanggungan sudah lahir pada saat pendaftaran dan pendaftaran 
dilakukan  dengan membuat dan mencatatnya dalam buku Hak Tanggungan”. 
Kerugian yang dialami oleh Dr. Baron (selaku debitur) menimbulkan 
Tanggungjawab hukum dari Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat 
Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu yaitu 




















KUHPerdata, bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk 
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya. Atas kelalaiannya 
Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas 
Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, 
Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. 
Perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang 
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu 
adalah : (a) Melakukan gugatan perdata kepada debitur do Pengadilan Negeri; (b) 
melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada kantor Pertanahan di Pengadilan 
Tata Usaha Negara.  
 
Kata kunci : Pertanggungjawaban, Kantor Pertanahan, Sertipikat Hak 





















THE ACCOUNTABILITY OF LAND AGENCY TOWARD CERTIFICATE 
OF MORTGAGE ISSUED OVER UNOFFICIAL BUILDING  
RIGHTS TITLE 
Putri Darmawan Charles, Tunggul Anshari, Prija Djatmika 
 
SUMMARY 
Guarantee is one of important factors in credit granting from creditor to 
debtor. One of the things used as guarantee is land or building in the form of 
residential building, shophouse, factory/plant, or warehouse. The law number 4 
year 1996 (further called as UUHT) on Certificate of Mortgage. Guarantees in the 
form of land and building was bonded through Certificate of Mortgage. Deed 
granting Certificate of Mortgage must be registered to Land Agency for the 
issuance of Certificate of Mortgage that serves as strong evidence for creditor’s 
right as the holder of certificate of mortgage over the guarantee. However, 
certificate of the right of the land as the subject of Certificate of Mortgage was 
unofficial so that this certificate was voided by the Land Agency. If the certificate 
of mortgage was voided, the question arising was on the legal protection for 
creditor who suffered la loss due to the loss of preference right over mortgage. 
Thus, this study aimed at analyzing the accountability of Land Agency which 
issued Certificate of mortgage over unofficial building rights title. The statute and 
case approaches employed in this study revealed that the problem was caused by 
negligence and carelessnes in inssuing Certificate of Mortgage. Thus, based on 
the article 1365 of Civil Code, Land Agency was subjected to pay compensation 
to the creditor. 
Law does not only pay attention to the interest of creditor. Protection is 
also given to debtor and the holder of certificate of mortgage, and even to the third 
party whose interest is affected by the method of  debt settlement between creditor 
and debtor, in case that debtor violates the agreement. Certificate of Mortgage 
issued by Land Agency on behalf of Creditor is an evidence of the existence of 
civil legal relationship between creditor and debtor in which debtor has a debt to 
creditor with Certificate of Mortgage over Certificate of Right to Build owned by 
debtor used as guarantee. Strong evidence of Right of Mortgage is proven with 
Certificate of Mortgage. It is important to note that the Registration of Mortgage 
Right is: “Mortgage Right has been generated since the registration and 
registration is done by making and recording it in the book of Mortgage Right”. 
The loss suffered by Dr Baron (as debtor) generated legal accountability from 
Land Agency which issued Certificate of Mortgage over Fake Certificate of Right 
to Build. The accountability was for the negligence, especially the element of 
negligence on article 1366 Civil Code indicating that each individual is subjected 
to be accountable for his negligence and carelessness. For its negligence in issuing 
Certificate of Mortgage over Fake Certificate of Right to Build,  Land Agency had 






















The legal protection for creditor as the holder of Certificate of Mortgage 
that was issued by Land Agency over the unofficial building rights title are: (a) 
Filing civil lawsuit to debtor in court,; (b) filing State Administration lawsuit to 
Land Agency in State Administrative Court. 
 
Keywords: Accountability, Land Agency, Certificate of Mortgage, Certificate 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Menghadapi era modern tentang perdagangan bebas, masyarakat 
membutuhkan suatu pembiayaan yang besar agar dapat mewujudkan potensi 
pembiayaan pembangunan tersebut dan menjamin penyalurannya yang menjadi 
sumber pembiayaan yang nyata. Dana perkreditan merupakan suatu sarana yang 
mutlak diperlukan untuk pembiayaan pembangunan, dan untuk itu perlu adanya 
jaminan agar dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi 
pemberi dana, yang diatur dalam kelembagaan jaminan kredit dengan tujuan 
adanya jaminan kepastian pembayaran kepada penyedia maupun kepada penerima 
kredit. 
Kredit merupakan suatu fasilitas keuayang memungkinkan seseorang atau 
badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 
kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengembalian pinjaman ini 
biasanya disertai dengan pembebanan bunga. Ada kesepakatan antara Pemberi 
Pinjaman dan peminjam sehubungan dengan kebutuhan dana tersebut. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut 
“UU No. 10 Tahun 1998”) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 
1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 1 butir (11) menyebutkan bahwa 
“penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam dengan jangka 
waktu tertentu yang mewajibkan pihak peminjam harus melunasi berikut bunga.”
1
 
                                                 
1
  Pasal 1 angka 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998 : “kredit adalah penyediaan uang atau 





















Dalam proses pinjam meminjam, debitur memberikan jaminan atas kredit 
yang diperolehnya kepada kreditur. Pemberian jaminan ini dilakukan dengan 
melakukan perjanjian jaminan dihadapan Pejabat yang berwenang. Perjanjian 
jaminan ini menjadi jaminan pembayaran apabila debitur tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya. Pada dasarnya semua benda yang memiliki nilai jual 
dapat dijadikan jaminan. Mengenai jaminan diatur dalam hukum jaminan yang 
menurut J. Satrio: “peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan 
piutang kreditur terhadap debitur atau hukum yang mengatur tentang jaminan 
piutang seseorang”
2
 Salah satu yang benda yang dapat dijadikan jaminan adalah 
berupa tanah kosong, rumah tinggal, pabrik, gudang, rumah toko, dan bentuk 
bangunan lainnya. Pengikatan jaminan untuk tanah bangunan adalah pengikatan 
Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dilekatkan pada tanah-tanah hak primer pada 
umumnya dijadikan jaminan kredit antara lain Hak Milik (HM), Hak Guna 




Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3696 (selanjutnya disebut “PP No. 24 Tahun 1997) Tentang Pendaftaran 
Tanah, menyebutkan “tentang tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk 
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak.”
4
 
                                                                                                                                     
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
2
 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung, PT. Citra Adidyta Bakti 
: 2007), hlm. 3 
3
 Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah 
Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung, Kaifa : 2014), hlm. 40 
4
 Pasal 3 huruf a PP No. 24/1997 : “Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 





















Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (selanjutnya 
disebut UUHT) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah, para pihak merasa bahwa undang-undang ini sangat 
memberikan keuntungan karena Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dari hak 
jaminan untuk menjamin hutang seorang Debitur yang memberikan hak kepada 
seorang Kreditur yaitu hak jaminan itu untuk didahulukan terhadap 
kreditur-kreditur lain apabila Debitur cidera janji.”
5
 
Hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan Kreditur. “Perlindungan 
juga diberikan kepada Debitur dan pemegang Hak Tanggungan, bahkan juga 
kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian 
utang piutang Kreditur dan Debitur, dalam hal debitur cidera janji. Pihak ketiga itu 
khususnya para Kreditur yang lain dan pihak yang membeli objek.”
6
 
Pembebanan Hak Tanggungan baru dapat memiliki kekuatan eksekusi 
apabila telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan (sekarang dikenal 
Badan Pertanahan).  Menjadi penting untuk diperhatikan dalam Pendaftaran Hak 
Tanggungan ialah: “Hak Tanggungan sudah lahir pada saat pendaftaran dan 




Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUHT ditegaskan “Bahwa Pendaftaran Tanah 
itu meliputi pengukuran dan pemetaan tanah serta menyelenggarakan tata 
usahanya pendaftaran hak serta peralihannya dalam pemberian surat-surat tanda 
                                                                                                                                     




Sjahdeini, Hak Tanggungan. Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan 
Masalah Yang Dihadapi oleh PERBANKAN, (Bandung, ALUMNI BANDUNG, :1999), hlm.  4 
6
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok 
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta, Djambatan : 2008) hlm. 
418 
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bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”
8
 Bukti kuat Hak 
Tanggungan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan. 
Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  atas 
nama Kreditur merupakan bukti adanya hubungan hukum keperdataan antara 
Kreditur dengan Debitur, dimana Debitur telah berhutang kepada Kreditur dengan 
jaminan Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan milik 
Debitur. 
Pemberian kredit ini terkadang menimbulkan unsur kesalahan dari Debitur 
terutama dalam masalah pengikatan jaminan seperti kasus perkara perdata yang 
telah di Putuskan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 
422/PDT/2015/PT.DKI dengan kasus terjadi perjanjian hutang antara Henny 
Teguh dan dr. Baron (sebagai Kreditur)
9
 dengan jaminan sertipikat tanah yang 
terletak di Menteng, Jakarta Pusat, dihadapan Notaris. Sebelum melakukan 
pengecekan keaslian sertipikat tersebut, maka dilakuan pengecekan tanah terlebih 
dahulu untuk memastikan kebenaran adanya tanah tersebut. Setelah itu oleh 
Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, sertipikat itu di cap sesuai dengan buku tanah 
pada  kantor  Pertanahan Jakarta Pusat. Atas dasar tersebut Notaris baru 
mengeluarkan akta perjanjian hutang. 
Henny Teguh memberi kuasa kepada dr. Baron dengan membuat Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Setelah dikeluarkan SKMHT, 
dr. Baron ke PPAT untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), 
dikarenakan tanah tersebut berada di Jakarta Pusat. Oleh karena itu dilakukan di 
Jakarta Pusat, dan ditandatangani oleh dr. Baron sebagai kuasa Henny Teguh 
                                                 
8
 Ibid  
9





















selaku debitur dan dr. Baron selaku Kreditur. Setelah ditandatangani, APHT dan 
sertifikat didaftarkan ke BPN Jakarta Pusat untuk diterbitkan Sertipikat hak 
Tanggungan, dimana dr. Baron harus membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sebesar Rp. 25.000.000,- . Setelah dilakukan pembayaran, maka sertipikat 
hak tanggungan tersebut terbit atas nama dr. Baron. 
Pada saat jatuh tempo pertama, dr. Baron melakukan penagihan kepada 
Henny Teguh tetapi yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran. Pada bulan 
berikutnya, dr. Baron melakukan penagihan kembali, dan ternyata Henny Teguh 
tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu dr. Baron mengajukan lelang atas sertipikat 
Hak Tanggungan tersebut. Pengadilan mengeluarkan surat teguran kepada Henny 
Teguh dan melakukan panggilan kepada Henny Teguh, tetapi orang yang 
bersangkutan tidak memenuhi panggilan pengadilan. dr. Baron mengajukan 
Permohonan Sita Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan. Sebagai tindak lanjut dari 
Penetapan Sita Eksekusi tersebut, maka melalui kuasa hukumnnya dr. Baron 
mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi.Setelah sita tersebut dikeluarkan, 
ternyata Henny Teguh yang asli muncul dan menyatakan bahwa yang 
bersangkutan tidak pernah melakukan peminjaman kepada dr. Baron, dan Henny 
Teguh melakukan gugatan kepada dr. Baron. 
Permasalahan hukum yang terjadi dalam pendaftaran Sita Eksekusi No. 
026/2014 EKS atas perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Kantor Pertanahan 
tidak dapat dilaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya cacat administrasi atas 
penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No 4093/2013 tertanggal 4 oktober 2013, 
berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu. Pembatalan Sertipikat Hak 





















Menjadi pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian 
Kreditur akibat tidak dapat melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang 
dimilikinya dikarenakan Sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan atas Sertipikat 
Hak Guna Bangunan palsu? Jika kita lihat dalam Pasal 13 ayat 1 dari UUHT 
“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.”
10
 
Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 14 ayat 1 UUHT: “Sebagai tanda bukti adanya 
Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
11
 Kedua pasal ini 
telah menjelaskan bahwa yang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan dan 
menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan adalah Kantor Pertanahan. 
Menjadi pertanyaan kita kembali apakah Kantor Pertanahan dalam 
melakukan pendaftaran Hak Tanggungan memiliki ketentuan dalam prosedur 
pendaftaran?  Prosedur pendaftaran Hak Tanggungan sudah ternyata jelas dalam 
Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut “Perkaban No. 
3 Tahun 1997”) yang pada intinya: 
1. “Sebelum melakukan pembuatan akta mengenai pemindahan atau 
pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas sertipikat pada 
Kantor Pertanahan  
2. Pemeriksaan sertipikat yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh 
PPAT.  
3. Kantor Pertanahan akan membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat 
: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada 
halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal 
pengecekan. 
4. Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap 
atau tulisan dengna kalimat: “PPAT........(nama PPAT yang 
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bersangkutan).........telah minta pengecekan sertipikat” kemudian 
diparaf dan diberi tanggal pengecekan. 
5. Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ternyata tidak 
sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan maka diambil 
tindakan sebagai berikut: 
a. Keterangan bahwa Sertipikat tersebut tidak diterbitkan oleh 
Kantor Pertanahan .......” dan diparaf Pejabat Kantor Pertanahan. 
b. diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang 
tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang 




Sebelum menandatangani perjanjian kredit, dr. Baron selaku kreditur telah 
terlebih dahulu melakukan pengecekan keaslian sertipikat yang diserahkan 
sebagai jaminan. Pengecekan ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat 
dan telah diberi cap “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 
Pertanahan Jakarta Pusat”  
“Kantor Pertanahan berhak menolak untuk melakukan pendaftaran 
peralihan atau pembebanan hak apabila sertipikat yang menjadi bukti kepemilikan 
atas tanah tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan.”
13
 
Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan 
terhadap pendaftaran hak tanggungan yang diajukan oleh PPAT yang mewakili dr. 
Baron dan tidak menolaknya.  
Peraturan pertanahan hanya mencantumkan tentang prosedur pendaftaran 
hak Tanggungan dan kewenangan dari Kantor Pertanahan. Menjadi pertanyaan 
bagaimana pertanggungjawaban dari Kantor Pertanahan terhadap kreditur? Atau 
apakah kreditur mendapat perlindungan hukum secara hukum pertanahan terhadap 
jaminan yang berupa sertipikat hak atas tanah? Belum jelasnya peraturan 
pertanahan yang mengatur tentang kedua hal tersebut. Terlihat adanya kekaburan 
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hukum atas pertanggungjawaban Kepala Kantor Pertanahan terhadap kelalaian 
dalam menjalankan kewenangannya. Tidak jelas diatur  pertanggungjawaban 
Kantor Pertanahan terhadap kreditur apabila terjadi cacat dalam pendaftaran 
Sertifikat Hak Tanggungan. 
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukan pada latar belakang di atas 
maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
“Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak 
Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Palsu” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat isu 
hukumyang dapat dirumuskandalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap Kreditur sebagai 
pemegang Hak Tanggungan yang diterbitkan berdasarkan Sertipikat Hak 
Guna Bangunan palsu? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai pemegang Hak 
Tanggungan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan diatas 
Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu?  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban dari Kantor Pertanahan terhadap 





















Guna Bangunan palsu. 
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Kreditur karena adanya 
cacat administrasi Kantor Pertanahan dalam penerbitan Sertipikat Hak 
Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau 
pembelajaran dalam menambah ilmu pengetahun dalam ilmu hukum pada 
umumnya dan khususnya pada kepemilikan Sertipikat tanah. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Pemerintah  
Diharapkan agar pemerintah khususnya dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional dapat lebih teliti dan memiliki sistem 
administrasi pendaftaran Hak Tanah yang akurat sehingga tidak 
terjadi pemalsuan Sertipikat. 
b. Bagi Masyarakat  
Diharapkan agar masyarakat dapat melihat atau mempelajari dengan 
cermat ketika melakukan pengurusan pendaftaran Hak atas tanah dan 
ketika menerima Sertipikat hak atas tanah. 
c. Bagi Pihak Kreditur 
Diharapkan agar pihak Perbankan atau pihak pihak lain selaku 
kreditur dapat lebih berhati-hati dalam menerima Sertipikat Hak atas 





















1.5. Orisinalitas Penelitian 
Untuk mendukung penilitian ini maka Peneliti berusaha mempelajari 
beberapa penelitian-penelitian yang telah ditulis terlebih dahulu sebelum 
penelitian ini antara lain : 
Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian 
No  
Nama / Judul / Lembaga yang 
mengeluarkan / Tahun 
Persamaan  Perbedaan 
1. “Nugraha Adi Prasetya, Perlindungan 
Kreditur sebagai Pemengang Hak 
Tanggungan Dalam Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan. 
Fakultas Hukum Program Magister 



















2. “Anne Triningtias Tantono, Upaya 
Penyelesaian Hukum Terhadap 
Sertifikat Ganda (Studi Terhadap 
Putusan No. 
5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo Putusan 
No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo 
Putusan No. 225/K/TUN/2001) di 
Kantor Pertanahan. Program Pasca 

















3. “Taufiq, Pemberian Hak Tanggungan 
Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat 
(Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek 
Bank Dan PPAT Di Kota 
Lhokseumawa, Program Studi 
Magister Kenotariatan Fakultas 












yang telah terbit 
atas Sertipikat Hak 
Guna Bangunan 
Yang Palsu 
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Kebaruan dari ketiga peneliti di atas adalah Peneliti mengetahui 
pertanggungjawaban dari Kantor Pertanahan sebagai Pejabat yang berwenang 
mengeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang seharusnya telah dilakukan 
pengecekan keaslian Sertipikat Hak Guna Bangunannya. 
 
1.6. Kerangka teoritik 
Dalam penelitian ini digunakan teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas 
hukum yang berkaitan dan berpengaruh sebagai kerangka pemikiran penelitian. 
Teori Hukum yang digunakan adalah untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi 
permasalahan penelitian ini dipergunakan teori-teori hukum sebagai berikut : 
1.6.1.  Teori  Pertanggungjawaban Hukum 
Suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep 
pertanggungjawaban hukum (liability). Konsep tanggung jawab hukum 
sendiri merupakan konsep dimana seseorang bertanggung jawab secara 
hukum atas perbuatan tertentu/berlawanan hukum. Dalam 
pertanggungjawaban hukum terdapat sanksi deliquet, atau karena 
perbuatannya sendiri seseorang/kelompok tersebut harus bertanggung 
jawab dalam hal pertanggungjawaban ini subyek responsibility dan subyek 
kewajiban hukum adalah sama. 
Dalam teori pertanggungjawaban tradisional terdapat dua jenis 
tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based 
on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility)
17
. 
Tanggung Jawab mutlak adalah yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan 
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akibat dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu 
hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Ketika sanksi diberikan 
hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis ini disebut dengan 
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on 
fault atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari 
kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan 
atau kekhilafan ( egligence). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik 
omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih 
merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability. 
Pertanggungjawaban juga di bahas di dalam buku Abdulkadir 
Muhamad di dalam buku tersebut teori pertanggungjawaban dibagi ke 
dalam beberapa teori, antara lain “tanggung jawab akibat melanggar 
hukum yang dilakukan dengan sengaja (international tort liability), 
tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
karena kelalaian (negligence tort liability) yang didasarkan pada konsep 
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang 
sudah berbaur (interminglend), dan tanggung Jawab mutlak akibat 
perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strick 




Dengan kata lain teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori 
yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau 
pelaku untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan hukuman 
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atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.
19
 
1.6.2. Teori Pertangungjawaban Perdata 
Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan 
karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan 
perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini prestasi subyek hukum berupa 
melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila 
subyek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat 
atau dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan 
melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek 
hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1346 
KUHPerdata yaitu :  
1. Kerugian yang dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan 
kerugian; dan 
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh. 
Dalam hal subyek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, 
maka subyek hukum tersebut dapat dituntut membayar ganti kerugian, 
sebagaimana yang tercantum di dalam “Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, menganti kerugian tersebut”.
20
 
“Atau dengan kata lain subyek hukum dimintakan tanggung 
jawabnya hal kesalahan melanggar hukum yang ia perbuat terhadap 
subyek hukum lain. Adapun perbuatan melawan hukum adalah berbuat 
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atau tidak berbuat yang : 
1. Melanggar Hak Orang Lain; 
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku kewajiban hukum 
hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang; 
3. Bertentangan dengan kesusilaan; 





Seorang ahli hukum perdata bernama Roscoe Pound terdapat jenis 
tanggung jawab ada tiga yaitu pertanggungjawaban atas kerugian dengan 
disengaja, atas kerugian tidak disengaja
22
 
Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban dapat bersumber dari: 
1) Perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut 
masing-masing di tuntut untuk bertanggungjawab atas pemenuhan 
isi perjanjian yang mereka buat. 
2) Perbuatan Melawan Hukum yang terbagi atas :  
a) Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun 
yang tidak disengaja (culpa); 
b) Perbuatan Orang Lain (orang yang masih dalam tanggungan 
si penanggung jawab yang bersangkutan); 
c) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi 
menimbulkan akibat yang tetap harus 
dipertanggungjawabkan oleh orang, yang oleh hukum 
dianggap sebagai penangungjawabannya. 
 
Didalam kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat beberapa 
bentuk tanggungjawab yuridis yaitu : 
1. “Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 
kelalaian) termuat dalam pasal 1365 KUHPerdata, bahwa setiap 
perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada 
orang lain, mewajibkan orang yang menerbitan kerugian untuk 
mengganti kerugian tersebut. 
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian 
pasal 1366 KUHPerdata, bahwa setiap orang yang bertanggung 
jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 
kurang hati-hatinya. 
3. Tanggung jawab untuk mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang 
sempit yaitu terdapat pada pasal 1367 KUHPerdata, bahwa seseorang 
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tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh 
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.  




Di dalam pertanggungjawaban terdapat beberapa prinsip-prinsip yang 
seharusnya dipenuhi antara lain
24
:  
Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) 
merupakan perinsip yang umum yang terdapat pada hukum perdata pasal 
1365, pasal 1367 KUHPerdata, pada prinsipnya dijelaskan bahwa 
pertanggungjawaban seseorang dapat dimintakan secara hukum apabila 
terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. 
“Pada Pasal 1365 KUHPerdata harus terdapat 4 (empat) unsur pokok 
bagi adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu : 
a) Adanya Perbuatan; 
b) Adanya Unsur Kesalahan; 
c) Adanya Kerugian yang diderita; 
d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugaian.” 
 
Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas 
perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum 
berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum sebagai 
keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Bila tanggung jawab 
hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terkait 
pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara kedua 
belah pihak. 
“Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem 
hukum pada masyarakat primitive adalah untuk memelihara kerukunan 
antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah 
terjadinya pembalasan dendam. Namun, pada masyarakat modern ini dasar 
falsafah dan tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab adalah 
pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan social secara luas baik dilihat 
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Jadi segala sesuatu yang ditetapkan dan dilakukan yang akibatnya 
menyangkut orang banyak harus bisa dipertanggungjawabkan didalamnya 
mengandung unsur rasa keadilan sosial secara luas baik dilihat dari segi 
moralitas maupun segi kehidupan sosial. 
 Peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban hukum yang 
didasarkan kesalahan (liability based on fault) digunakan untuk 
menganalisa bagaimana pertanggungjawaban hukum dari Kantor 
Pertanahan dalam penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dan apabila 
Sertipikat Hak Tanggungan tersebut diterbitkan atas Sertipikat Hak Guna 
Bangunan yang palsu apakah bentuk pertanggungjawaban hukum dari 
Kantor Pertanahan dengan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer.  
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum 
“Perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda 
dikenal dengan sebutan “rechtbescherming van de burgers.”
26
 Pendapat 
ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari 
bahasa Belanda, yakni “rechbescherming”, yang berarti suatu usaha untuk 
memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang 
telah ditentukan”. 
Terdapat dua asas hukum dalam peralihan hak atas tanah yang 
hakekatnya merupakan hukum perjanjian, sedangkan asas nemo plus yuris 
berarti orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada 
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Sebagai bentuk perlindungan hukum peralihan hak atas tanah, maka 
Pokok Agraria, menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan 
pendaftaran tanah, yang. Di sisi yang lain, masyarakat berkewajiban untuk 
mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya 
perubahan data fisik dan data yuridis pada sertipikat dan buku tanah, 
sehingga dengan demikian terdapat keseimbangan kewajiban antara 
Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap peralihan hak atas tanah. Pemenuhan perlindungan hukum dalam 
suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang esensial. Sebuah 
peraturan perundang-undangan yang relatif „lengkap‟ merupakan basis 
bagi tercapai kepastian hukum yang selanjutnya mampu memberikan 
perlindungan hukum secara preventif. 
Sumarjono menyatakan bahwa : “Secara normatif, kepastian hukum 
itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan pelaksanaannya. Secara 
empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan 




Disamping kepastian hukum akan tercapai bila peraturan yang 
diterbitkan memenuhi persyaratan formal berkenaan dengan bentuk 
pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan dan secara 
substansi materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bahkan 
bertentangan dengan peraturan lain yang relevan yang lebih tinggi 
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tingkatannya (sinkron secara vertikal) maupun bertentangan dengan 
peraturan lain yang sejajar tingkatannya (sinkron secara horizontal). Materi 
perundang-undangan banyak tergantung pada proses pembuatannya. 
Transparansi di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat 
menambah bobot kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena masyarakat 
luas dapat mengetahui tentang materi yang akan diatur dan diberi 
kesempatan untuk memberikan masukan yang dapat menyempurnakan 
peraturan itu. 
Asas ketiga yang perlu diperhatikan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan adalah kemanfaatan. Peraturan akan ditaati karena 
masyarakat merasa yakin akan manfaatnya, yakni memberikan 
kemungkinan tercapainya kebutuhan dan kepentingannya untuk 
berkembang secara wajar.” 
Ketidakpastian hukum terjadi antara lain karena terdapat kekosongan 
hukum. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur 
suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu ternyata belum tersedia. 
Dalam hal demikian, maka perlindungan hukum bagi pelaku hukum, baik 
bagi pengampu maupun masyarakat perlu dilakukan dengan membangun 
konsep hukum mengenai peristiwa atau perbuatan hukum tertentu tersebut. 
Sarana perlindungan hukum bagi rakyat, penanganannya oleh 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan 
pengadilan administrasi Negara. Menurut Phillipus M. Hardjon, 
menyatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 





















a. Perlindungan hukum yang preventif. 
Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya 
bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan 
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 
pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil 
keputusan yang didasarkan pada diskresi. 
b. Perlindungan hukum yang represif. 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa, sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat 
oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan 
hukum yang represif, demikian juga hal dengan Peradilan 
Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi Peradilan 





Kasus yang dialami oleh dr. Baron dianalisa dengan Teori 
Perlindungan Hukum yang represif, dengan melihat bagaimana hukum 
memberikan perlindungan kepada rakyat dalam hal ini dr. Baron untuk 
menuntut haknya yang hilang karena kelalaian dari Kantor Pertanahan 
yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Hak Guna Bangunan 
yang palsu. 
 
1.7. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.  
Menurut pendapat dari Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad yang 
dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya, 
penelitian yuridis normatif adalah “Penelitian yang dilakukan dengan 
                                                 
29





















menemukan pengertian hukum dengan meletakkan hukum tersebut 
sebagai sistem norma. Sistem yang dimaksud adalah mengenai 
penerapan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”
30
 dengan 
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan 
dengan bertitik tolak pada analisis terhadap Undang-Undang Pokok 
Agraria khususnya tentang pendaftaran tanah, Undang-Undang Hak 
Tanggungan dan tentang proses penerbitan Sertipikat pada Kantor 
Pertanahan. 
2. Metode Pendekatan 
Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu 
penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk 
memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu 
lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa 
mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.
31
 
Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam 
penelitian tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yang berdasar 
pada: 
a. Pendekatan perundang-perundangan (statute approach) 
Yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan penerbitan Sertipikat Hak 
Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan serta ketentuan yang terkait 
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dalam pemberian Hak Tanggungan. 
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
Yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menemukan 
ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas 
hukum yang relevan dengan isu hukum.
32
 Pendekatan konseptual 
merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh 
kejelasan dan kebenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum 
yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.
33
 Konsep hukum 
yang dibangun dalam penelitian ini adalah konsep tentang 
pertanggungjawaban hukum dari Kantor Pertanahan dan 
perlindungan hukum bagi kreditur sehubungan dengan penerbitan 
Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Palsu. 
c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan yang memahami ratio decidendi, yaitu beberapa alasan 
hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam hal mengambil 
putusan. Menurut Goodheart yang dituliskan oleh Peter Mahmud  
Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum “ratio decidendi dapat 
diketemukan dengan memperhatikan fakta materil seperti fakta 
orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak 
terbukti sebaliknya”
34
 Peneliti menganalisis beberapa alasan  
hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 
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3. Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum 
tersier. Bahan hukum primer meliputi; 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan 
dengan Tanah 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian 
Hak atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. 
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 
tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
f. Peraturan Prediden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Bdan Pertanahan Nasional 
g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian 
kasus pertanahan 
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 





















Negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, 
jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel, tesis yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menunjang bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan 
kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain. 
4. Teknik pengumpulan bahan hukum 
a. Bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan  
b. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen 
Negara, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, 
jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 
permasalahan yang di teliti. 
c. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari 
kamus, glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung 
dengan masalah yang diangkat penulis. 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer, 
sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan  
teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik 
untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan 
yang diteliti dengan mengunakan metode “Analisis Kualitatif Yuridis” 





















yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis:
35
 
a. Berpretensi untuk mewujudkan positifitas (Hukum itu harus memiliki 
otoritas) 
b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan) 
c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan manusia 
yang tepat) 
Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian 
ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Analisis bahan hukum 
termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab 
dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan 




1.8. Definisi Konseptual 
Berikut ini adalah beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu di 
uraikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi, yaitu : 
1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala 
sesuatunya, yang bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 
diperkarakan dan sebagainya. 
2. Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintah non kementerian di 
Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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3. Sertifikat adalah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai surat 
keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
4. Hak tanggungan adalah atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

















































- Dalam perluasan usaha para 
pengusahan melakukan 
peminjaman dana dari 
perorangan atau Bank 
- Sebagai jaminan dari 
peminjaman dana pihak 
peminjam menyerahkan 
jaminan kepada Kreditur  
- Salah satu bentuk jaminan 
adalah Sertipikat Hak atas 
tanah yang diikat Hak 
Tanggungan  
- Studi kasus : pelaksanaan sita 






bahan hukum : 
analisis yuridis 
kualitatif 
Kerangka Teori  
1. Teori pertanggungjawaban 




Kajian Pustaka  
1. Tanggungjawab  
2. Sertipikat palsu 
3. Sertipikat Hak Tanggungan 














Permasalahan Hukum : 
1. Apakah pertanggungjawaban 
Kantor Pertanahan terhadap 
kreditur sebagai pemegang hak 
tanggungan yang diterbitkan 
berdasarkan hak guna bangunan 
palsu? 
2. Bagaimana perlindungan 
hukum bagi kreditur sebagai 
pemegang hak tanggungan yang 
telah diterbitkan oleh kantor 
pertanahan diatas sertipikat hak 
guna bangunan palsu? 
 
Tujuan penelitian  
1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban dari badan pertanahan terhadap 
sertipikat hak tanggungan yang telah diterbitkan diatas sertipikat hak guna 
bangunan palsu. 
2. Untuk menganalisis perlindungan bagi kreditur selaku pemegang  Hak 






















1.10. Sistematika Penulisan  
Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan 
penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan serta metode penelitian 
untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya 
dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika 
penulisan ini adalah : 
Bab I.  Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II.  Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum 
tentang Tanggung Jawab Hukum, Sertipikat Palsu, Sertipikat Hak 
Tanggungan dan Kantor Pertanahan. 
Bab III.  Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan membahas analisa tentang 
pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap Sertipikat Hak 
Tanggungan yang diterbitkan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu 
dan perlindungan hukum terhadap Kreditur selaku penerima Hak 
Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu. 
























KAJIAN PUSTAKA  
 
2.1. Tanggung Jawab 
Sebagaimana terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia III, “tanggung 
jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang lain”. Jika diartikan 




Dalam kamus hukum, istilah “tanggung jawab bisa merujuk pada istilah 
liability (“thestate of being liable”) dan responsibility (“the state orfact being 
responsible”). Liability merupakan istilah hukum yang luas (“a broatlegalterm”), 
yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa,” (liability menunjuk 
pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau 
tanggung jawab. yang pasti , yang bergantung atau yang mungkin).  
Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan 
kewajiban). Di samping itu, liability juga merupakan”. “Kondisi tunduk kepada 
kewajiban secara aktual atau  potensial  kondisi bertanggung  jawab terhadap hal-
hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau 
beban kondisi yang menciptakan tugas untuk  melaksanakan undang-undang 
deng]an segera atau pada masa yang akan dating”. 
38
 
Sementara itu responsibility berarti “the state of being answerable for an 
obligationan includesjudgment, skill, ability and capacity.” (hal dapat 
dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, kemampuan , 
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kecakapan dan keterampilan). Responsibility juga berarti, “the obligation to 
answer for anactdone, and t repair orotherwise make restitution for any injury it 
may have caused” (kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 
dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atau 
kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya). Dari responsibility ini muncul 
istilah responsible government, “yang  menunjukkan bahwa (istilah ini pada 
umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal 
pertanggungjawaban  terhadap  ketentuan  atau  undang-undang  public di 
bebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri 
apabila penolakan  terhadap  kinerja mereka di nyatakan  melalui  mosi tidak 
percaya, di dalam majelis legislative  atau melalui pembatalan terhadap suatu  
undang-undang penting yang dipatuhi mereka).
39
 
Mengacu pada konsep “liability” dan “responsibility” di atas, di lihat dari 
cakupan maknanya berarti keduanya memiliki perbedaan. Istilah “liability” berari 
suatu  keadaan untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Sedangkan istilah  
“responsibility” bukan saja berupa kewajiban (obligation) untuk  merespon atau 
memenuhi atas apa yang pernah dilakukan terkait dengan  keputusan, keahlian, 
dan kemampuan  seseorang, tetapi lebih luas lagi adalah kewajiban untuk 
memulihkan (restitution) atau membayar ganti rugi terhadap kerugian yang 
disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa istilah 
“responsibility” mencakup tidak hanya kewajiban untuk memenuhi atau memikul 
”tanggung jawab hukum” tetapi juga “tanggung jawab moral” terkait dengan 
tindakan, keputusan, keahlian (profesi) tertentu yang sedang dilakukan. Dengan 
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demikian, berarti istilah “tanggung jawab” baik dalam arti “liability” dan 
“responsibility” tidak bisa dilepaskan dari makna kewajiban (obligation).
40
 
Secara hukum beberapa prinsip tanggung jawab para pihak, adalah 
“prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault responsibility). 
Tanggung jawab ini merupakan prinsip yang berlaku secara umum dalam hukum 
pidana dan hukum perdata dan sering disebut dengan state liability)”
 41
 
Tanggung jawab negara secara yuridis tidak dapat dilepaskan dengan 
posisi Negara sebagai “badan hukum” yakni sebagi subjek hukum yang memiliki 
kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta dapat melakukan perbuatan hukum. Posisi 
Negara sebagi badan hukum dapat di analogikan dengan posisi korporasi sebagai 
badan hukum, yakni Negara subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum 
(Juristic person). Tentu saja Negara dapat bertindak melakukan perbuatan hukum 
melalui organ-organ Negara, khususnya pemerintah sesuai dengan fungsi 
kewenangannya. 
 
2.2. Sertipikat Palsu 
Hukum Pertanahan di Indonesia menginginkan adanya kepastian hukum 
untuk menentukan siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang 
tanah. Di dalam realitasnya, pemegang sertipikat atas tanah belum merasa aman 
akan kepastian haknya, bahkan sikap keragu-raguan yang seringkali muncul 
dengan banyaknya gugatan yang menuntut pembatalan sertipikat tanah melalui 
pengadilan.   
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Sertipikat tanah sebagai obyek dari pendaftaran hak, belum menjamin 
kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi hukum. Yang dimaksud oleh beliau 
kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi hukum itu adalah realitas sosial 
yang terjadi di masyarakat. 
Dengan memperhatikan kemampuan pemerintah, maka pendaftaran tanah 
dilaksanakan secara bertahap. Untuk pertama kali  dilakukan pengukuran desa 
demi desa untuk memenuhi ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang 
memuat titik-titik dasar tehnik dan unsur-unsur geografis serta batas fiksik 
bidang-bidang tanah.  
Pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, maka 
“pemerintah mengharuskan dilakukan pengumuman mengenai subyek yang 
menjadi pemegang hak (asas publisitas) dan obyek yaitu penetapan mengenai 
letak, batas-batas, luas bidang-bidang tanah yang dipunyai seseorang atas sesuatu 
hak atas tanah.” 
42
 
Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun1961 (selanjutnya disebut “PP No. 10 Tahun 1961”) 
terkait pendaftaran tanah, belum berjalan efektif, hal ini selain sasaran 
utamanya/daerah yang diutamakan adalah daerah-daerah perkotaan, juga 
menyangkut tata cara, administrasi dan biaya yang harus ditanggung oleh 
masyarakat pemegang hak atas tanah sangatlah berat dirasakan oleh masayarakat 
pemegang hak atas tanah serta sosialisasi terhadap pelaksanaan peraturan 
pemerintah itu sendiri belum maksimal. Dengan kondisi tersebut maka tujuan 
pendaftaran tanah belum tercapai.  
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Akselerasi dalam pembangunan nasional sangat memerlukan dukungan 
jaminan kepastian hukum di bidang pendaftaran tanah dan oleh karena PP No. 10 
Tahun 1961 dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang 
lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan. Dengan menimbang hal-hal tersebut, maka pemerintah 
memandang perlu membuat suatu aturan yang lengkap mengenai pendaftaran 
tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk adanya jaminan 
kepastian hukum dan akhirnya pada tanggal 8 Juli 1997, Pemerintah telah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (selanjutnya disebut “PP No. 24 Tahun 1997).  
Kantor Pertanahan juga harus melakukan pemutakhiran data tanah agar 
tidak melebihi atau terjadi kesalahan dalam pemberian hak atau pendaftaran hak 
yang dapat menimbulkan sengketa/perkara yang disebabkan oleh adanya 
sertipikat ganda atau sertipikat palsu. Kantor Pertanahan memiliki kewajiban 
dalam pemutakhiran data pada buku tanah sebagai bank data. Sifat pembuktian 
sertipikat dimuat dalam Pasal 32 PP no. 24 tahun 1997, yaitu :” 
1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. 
2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak 
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.”
43
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Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 
sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat 
yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan 
kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya 
perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari 
masyarakat tersebut. 
Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang 
sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu 
tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu. Surat yang dihasilkan  oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut 
dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.
44
 
Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu 
yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan 
intelektual (intelectueelevalschheids). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan 
terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan 




2.3.  Sertipikat Hak Tanggungan 
Pengaturan mengenai Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 1 UUHT : 
- “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut sebagai Hak Tanggungan, adalah hak 
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah  sebagaimana dimaksud 
dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
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  Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta : Rajagrafindo 
Persada, 2014),hlm. 138 
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merupakan  satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 





- “Benda yang dapat dibebankan Hak Tanggungan bukan saja pada hak atas 
tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan, tetapi juga berikut bangunan, 
tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
tersebut. Bangunan tanaman dan hasil karya yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah tersebut adalah yang dimaksud oleh Undang-





Hak Tanggungan haruslah diikuti dengan pendaftaran Hak Tanggungan 
pada Kantor Pertanahan : 
1. Karena Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib 
didaftarkan dalam daftar umum, yang dalam hal ini pada Kantor 
Pertanahan, Unsur yang berkaitan dengan kedudukan diutamakan  serta 
diberikan kepada Kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap 
Kreditur lainnya. Untuk ini harus ada catataan mengenai Hak 
Tanggungan pada buku tanah, Sertifikat Hak Tanah yang dibebaninya, 
sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan 
2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan, sehingga 
apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang 
dijamin pelunasannya. 
Agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak 
Tangungan maka Pasal 14 UUHT memberikan pengertian mengenai Sertipikat 
Hak Tanggungan sebagai berikut :”
48
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  Pasal 1 UUHT berbunyi 
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1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Kantor Pertanahan 
menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
2. Sertipikat Hak tanggungan sebagimana dimaksud pada ayat (1)  
memuat irah-irah dengan kata “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.  
3. Sertipikat Hak Tanggungan sebagimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku 
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas 
tanah.  
4. Kecuali apabila diperjanjikan lain. Sertipikat Hak Atas Tanah yang 
telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak 
atas tanah yang bersangkutan.  
5. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak 
Tanggungan.” 
 
Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan 
pembayaran kepada kreditur maka kreditur mempunyai hak utama untuk 
melakukan eksekusi atas jaminan yang telah dilekatkan hak tanggungan. 
Adapun prosedur pendaftaran Hak Tanggungan yang diatur dalam 
Perkaban No. 3 Tahun 1997, Pasal 97 ayat 1 - ayat 5, menyatakan bahwa :”
49
 
1. PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor 
Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan 
sertipikat asli. 
2. Pemeriksaan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk 
pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian 
tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh 
perusahaan real estat, kawasan industri dan pengembangan sejenis 
cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu kali, kecuali 
apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan 
sertipikat ulang. 
3. Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor 
Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan 
dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 
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Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf 
dan diberi tanggal pengecekan. 
4. Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutandibubuhkan cap 
atau tulisan dengan kalimat: “PPAT …(nama PPAT ybs)... telah minta 
pengecekan sertipikat” kemudian diparaf dan diberi tanggal 
pengecekan. 
 




1. Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran 
peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak 
dipenuhi : 
a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah 
tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor 
Pertanahan;  
b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); 
c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;  
d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan;  
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;  
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  Lihat Pasal 45 ayat 1 sd 3 PP No. 24 Tahun 1997  yang berbunyi ; 
1. Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : 
a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi 
dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;  
b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak 
dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (2); 
c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak 
yang bersangkutan tidak lengkap;  
d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan;  
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;  
f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau  
g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan 
oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan  
2. Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan 
alasan-alasan penolakan itu.  
3. Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian 
berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang 
bersangkutan. 























f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau 
dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; atau  
g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor 
Pertanahan  
2. Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan 
menyebutkan alasan-alasan penolakan itu.  
3. Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai 
pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT 
atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. 
 
 
2.4. Kantor Pertanahan  
Pengertian Kantor Pertanahan tercantum juga dalam Pasal 1 angka 6 
UUHT yaitu: “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di 
wilayah Kabupaten, Kotamadya atau wilayah adminitratif lain yang setingkat 




Selain itu tugas dari Kantor Pertanahan adalah perwujudan pembangunan 
pertanahan dengan  Catur Tertib Pertanahan yang meliputi “Tertib Hukum 
Pertanahan”. Menurut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 ditegaskan, 
bahwa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan adalah :”
52
 
a. Semua pihak yang menguasai dan/atau menggunakan tanah 
mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tangan yang 
bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Tersedianya perangkat perundang-undangan di bidang pertanahan 
yang lengkap dan komperhensip sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan pertanahan. 
c. Seluruh penyelenggaraan administrasi pertanahan dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 
Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PP No. 20 Tahun 2015) pasal 1 dan 2 
menyatakan bahwa : “Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden  
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  Lihat Pasal 1 angka 6 UUHT 
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mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
53
 




1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;  
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, 
dan pemetaan;  
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;  
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 
dan pengendalian kebijakan pertanahan;  
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah 
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan;  
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;  
8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;  
9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;  
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan  
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan.” 
 
Badan Pertanahan dalam tugasnya berkoordinasi dengan Kementerian 
yang mengurus pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang. 
55
 Tugas dan fungsi 
dari kementerian agraria dan tata ruang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut PP 
No. 17 Tahun 2015). Saat ini jabatan Kepala BPN menjadi satu kesatuan dengan 
jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Perbedaannya dalam jabatannya sebagai 
Menteri Agraria dan Tata Ruang mengurus tentang agraria yaitu penataan  bumi, 
air, dan ruang angkasa di Indonesia serta penataruangannya sementara BPN 
mengurus tentang pertanahan di Indonesia. 
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  Lihat Pasal 1 dan 2 PP No. 20 Tahun 2015 
54
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BPN dalam pelaksanaan tugasnya memberikan kewenangan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perkaban No. 2 
Tahun 2013) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan 
Kegiatan Pendaftaran Tanah. 
Kantor Pertanahan berusaha untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan 
yang menimbulkan keteraturan dalam administrasi pertanahan sehingga semua 
pihak yang memiliki hak atas tanah dilindungi dari tindakan semena-mena pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab.Pasal 1 angka 9 Perkaban No. 2 Tahun 2013 
menyatakan bahwa: “Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 




Sementara untuk kewenangan penandatanganan Sertipikat Hak 




“Kewenangan menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat oleh Kepala 
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk pelayanan pemeliharaan data 
Pendaftaran Tanah pada beberapa kegiatan antara lain pendaftaran Hak 
Tanggungan dan pengecekan sertipikat” 
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  Lihat Pasal 1 angka 9 Perkaban  No. 2 Tahun 2013 
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Yang berwenang mengeluarkan Sertipikat Hak atas tanah maupun 
Sertipikat Hak Tanggungan adalah Kantor Pertanahan sesuai wilayah tanah 






















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Kreditur Atas 
Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Di Atas Sertipikat Hak Guna 
Bangunan Palsu 
 
3.1.1. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok dari Pengikatan Hak 
Tanggungan 
Pada dasarnya kita dapat mengetahui definisi perjanjian, yaitu: “Suatu 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih”
58
. Sementara berdasarkan pendapat Abdul 
kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah “suatu persetujuan antara dua 




Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 
perjanjian adalah sebagai berikut: 
a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak 
c. Ada tujuan yang akan dicapai 
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 
e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari suatu perjanjian 
f. Ada bentuk tertentu,  lisan atau tertulis. 
R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan 
juga berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata 
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tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya definisi 
tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena 
dipergunakan kata “perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan 
perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi 
perjanjian perlu diperbaiki menjadi : 
a. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 
1313 KUHPerdata. 
Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum dimana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengaitkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih.”
60
 
Menurut R. Wiryono Prododikoro “Perjanjian” adalah Suatu perhubungan 
hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak 
berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan 
pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.
61
 
Sedangkan perjanjian menurut R. Subekti yaitu: “Perjanjian merupakan 
suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atu dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
62
 
Dr. Baron dan Henny Teguh mengadakan perjanjian hutang piutang atau 
dapat disebut juga perjanjian kredit sekaligus perjanjian penyerahan jaminan yaitu 
Hak Tanggungan. Adanya Subyek hukum dalam suatu perjanjian yaitu Dr. Baron 
dan Henny Teguh. Lebih lanjut kita lihat syarat-syarat Perjanjian. 
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Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui 
oleh hukum. Syarat sahnya perjanjian  dapat kita lihat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu: 
1) Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau 
penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan 
perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik kekerasan jasmani 
maupun dengan upaya bersifat menakut-nakuti (Pasal 1324 
KUHPerdata). Tidak ada kekhilafan apabila salah satu  pihak tidak 
khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat 
penting barang yang menjadi objek  perjanjian, atau  mengenai orang 
dengan siapa perjanjian itu diadakan (Pasal 1322 KUHPerdata). Tidak 
ada penipuan apabila tidak ada tindakan  menipu menurut Undang-
Undang yaitu dengan sengaja melakukan  tipu muslihat dengan  
memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak 
lawannya untuk menyetujui (Pasal 1328 KUHPerdata). 
2) Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk 
melakukan perbuatan  hukum.  
3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. 
Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan 























suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah 
suatu barang yang  paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu 
diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek  perdagangan, 
artinya benda-benda diluar  perdagangan seperti  badan milik tidak 
boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan Pasal 1333 
KUHPerdata). Adapun mengenai apakah  barang tersebut telah ada atau 
telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak 
diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai  jumlah 
barangnya  pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau 
ditentukan. 
4) Ada sesuatu sebab yang halal. 
Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang 
menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian 
sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu : 
Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau 
apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu 
sebab yang memenuhi tiga hal tersebut  adalah batal, kebatalan ini 
bersifat mutlak.  
Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak 
dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang dapat membatalkan 
perjanjian adalah salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi 
sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat 
























Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa “Perjanjian-
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu harus mengindahkan 
norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. 
Perjanjian kredit merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian 
pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUH Perdata. Sedangkan menurut Pasal 1 
ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya 
disebut “UU No. 10 Tahun 1998), yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit 
adalah: 
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah 




Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian 
kredit oleh Kreditur baik pengelolaannya maupun pelaksanaan kredit itu sendiri 
yaitu antara lain: Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya 
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya 
perjanjian lain yang mengikutinya.  
1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-
batasan hak dan kewajiban diantara Kreditur dan Debitur.  
2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan 
monitoring kredit.  
Untuk mendapat fasilitas kredit, Debitur akan menyerahkan sertifikat 
tanah kepada Kreditur sebagai agunan kredit, dimana syarat-syarat untuk 
memberikan kredit, lembaga perbankan harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
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1) Bank tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat 
perjanjian tertulis.  
2) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang 
sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa 
kerugian.  
3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian 
saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.  
4) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas-batas 
maksimum pemberian kredit (Legal ending limit).  
Undang-undang Perbankan dalam mengambil pendekatan yang serupa 
dengan pendekatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: 
Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan sehat. Untuk 
mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan 
yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. 
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit Bank harus 
melakukan penilaian yang seksama terhadap terhadap watak, kemampuan, modal, 
agunan dan prospek usaha Debitur. Dari kemampuan tersebut diatas yang paling 
penting bagi Kreditur dalam menyalurkan dana untuk mendapat kredit dari bank 
harus didasarkan pada suatu jaminan.  
 Kasus yang dialami dr Baron memberikan pinjaman kepada Henny Teguh 























Guna Bangunan. Adanya unsur itikad tidak baik dari Henny Teguh dapat 
mengakibatkan Perjanjian Kredit dibatalkan tetapi secara analisa pihak yang 
dirugikan tentunya dr. Baron tidak akan mengajukan pembatalan atas perjanjian 
kreditnya. 
3.1.2. Proses Pendaftaran Hak Tanggungan 
Pada tahap pemberian Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (selanjutnya disebut “APHT”) oleh pemberi  Hak Tanggungan 
kepada kreditur, Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak 
Tanggungan tersebut baru lahir pada saat dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan 
oleh Kantor Pertanahan yaitu dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan, 
saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut merupakan hal yang sangat penting 
bagi kreditur. Lahirnya Hak Tanggungan merupakan momen yang sangat penting 
sehubungan dengan munculnya hak tagih preferen dari kreditur, menentukan 
tingkat atau kedudukan kreditur terhadap sesama kreditur dalam hal ada sita 
jaminan (conserentoir beslag) atas benda jaminan.
64
 
Dengan perkataan lain bahwa kreditur yang lebih dahulu APHT-nya 
didaftar dalam Buku Tanah Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan dialah 
(kreditur) yang harus lebih dahulu diutamakan dari kreditur lainnya. Apabila 
pembuatan APHT sudah dilakukan maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-
undang Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan tersebut wajib didaftarkan 
pada Kantor Pertanahan. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUHT 
menentukan tata cara pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan. Pendaftaran 
Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan cara membuat Buku 
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Tanah Hak Tanggungan dan selanjutnya mencatat Hak Tanggungan yang 
bersangkutan dalam Buku Tanah Hak Atas Tanah yang besangkutan yang ada di 
Kantor Pertanahan, selanjutnya menyalin catatan tersebut dalam sertifikat Hak 
Atas Tanah yang bersangkutan.
65
 
Setelah APHT dan Warkah yang diperlukan diterima oleh Kantor 
Pertanahan dan dibuatkan Buku Tanah Hak Tanggungan maka buku tersebut 
harus diberikan tanggal. Tanggal Buku Tanah Hak Tanggunan yang menentukan 
atas kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap sesama kreditur 
yang lain terhadap debitur yang sama (Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUH-Perdata). 
Dengan lahirnya Hak Tanggungan maka kreditur Hak Tanggungan yang 
bersangkutan berkedudukan sebagai kreditur preferen terhadap para kreditur 
konkuren ( Pasal 1 UUHT ).
66
 
Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT ternyata “tanggal Buku Tanah 
Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap 
surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh jatuh pada 
hari libur tanggal buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja 
berikutnya”.
67
 Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (1) UUHT sebagai “tanda bukti 
adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak 
Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan ini terdiri dari salinan Buku Tanah Hak 
Tanggungan dan salinan APHT bersangkutan yang sudah disahkan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan.”
68
 Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) UUHT : “pada dasarnya 
sertifikat Hak Atas Tanah yang sudah dibubuhi catatan pembebanan Hak 
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Tanggungan ini diserahkan kembali kepada pemegang Hak Atas Tanah (pemberi 
Hak Tanggungan), namun biasanya sudah diperjanjikan bahwa sertifikat hak atas 
tanah tersebut disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan dalam rangka 
melaksanakan hak-hak istimewa yang dimilikinya”. 
69
Jika diperhatikan dalam 
Pasal 13 ayat (4) UUHT tidak dikatakan ”paling lambat” akan tetapi ”hari 
ketujuh”. Jadi meskipun surat-surat sudah diterima dengan lengkap oleh Kantor 
Pertanahan dan petugasnya mempunyai kesempatan untuk segera mendaftar 
beban itu, tetapi sesuai dengan kata-kata Pasal 13 ayat (4) UUHT, tanggal 
pendaftaran yang menentukan tanggal lahirnya Hak Tanggungan, tetap saja tidak 
bisa lebih maju dari pada hari ketujuh. Bahkan menurut Pasal 23 ayat (4) UUHT : 
“Pejabat Kantor Pertanahan apabila melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4), yaitu 
membuat tanggal buku tanah Hak Tanggungan lebih awal atau melewati hari 
ketujuh dapat dikenai sanksi administrasi. “ 
Dr. Baron selaku pemegang Hak Tanggungan telah menerima Sertipikat 
Hak Tanggungan atas APHT yang telah diperolehnya melalui SKMHT. SKMHT 
merupakan kuasa dari pemilik sertipikat kepada kreditur untuk membebankan hak 
tanggungan atas sertipikat hak atas tanah yang diberikan sebagai jaminan. Atas 
diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan atas jaminan yang diperolehnya dr. 
Baron memiliki jaminan untuk pembayaran hutang yang diperoleh Henny Teguh. 
Tetapi obyek dari Hak Tanggungan tersebut yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan 
dinyatakan tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Lebih 
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a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan; 
c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
Ketua Pengadilan Negeri; 
d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 
3.1.3. Tanggung Jawab Hukum 
Sebagaimana terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia III, tanggung 
jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang lain. Jika diartikan 
secara singkat, maka tanggung jawab adalah menanggung suatu hal.
71
 Tanggung 
jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja 
maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 
perwujudan kesadaran akan kewajiban. Seseorang  bertanggung jawab karena ada 
kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan 
atas kepentingan pihak lain.  
Timbulnya tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan 
hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semaunya terhadap 
manusia lain dan terhadap alam lingkungannya. Manusia menciptakan 
keseimbangan, keselarasan, antara  sesama manusia dan antara manusia dan 
lingkungan. Buat pengantar untuk masuk ke pembahasan asas legalitas 
memberikan legitimasi pada kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat atau badan 
Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu tindakan hukum. Menurut Pendapat 
Indroharto sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Fachruddin merumuskan: “tanpa 
adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan Perundang-undangan 
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yang berlaku, segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang 
yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 
masyarakatnya”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
adanya pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum. Sifat wewenang 
pemerintahan antara lain expressimplied, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada 
waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak 
tertulis.
72
 Jadi dalam hal ini, Kewenangan Yang dimiliki oleh pemerintah terikat 
pada maksud dan tujuan dari pemberian wewenang tersebut dan dilaksanakan 
menurut hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yaitu asas-asas umum 
penyelenggara pemerintahan yang layak. Dalam konsep hukum publik, 
kewenangan berkaitan dengan kekuasaan hukum, sehingga dengan adanya 
wewenang memberikan legitimasi bagi penyelenggara pemerintah dalam 
mengeluarkan keputusan-keputusan secara sepihak yang bersifat mengikat bagi 
orang lain.  Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-




Dalam penyelenggaraan negara, setiap tindakan pemerintah atau kebijakan 
pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang- Undangan. Begitu juga tindakan pemerintah atau kebijakan 
pemerintah dalam bidang pertanahan harus didasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
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 Ketentuan tersebut, merupakan landasan konstitusional 
yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan dalam bidang 
pertanahan. Rumusan Pasal tersebut, mengandung arti bahwa kewenangan 
mengelola dan mengatur tanah dalam bidang hukum publik dalam hukum 
pemerintahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut Philipus M. 
Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Yudhi Setiawan menjelaskan “Kekuasaan 
hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik terutama dalam 
hukum administrasi pemerintahan, kekuasaan hukum menunjuk kepada 
wewenang Pemerintah Pusat dan diatur dalam norma pemerintahan”.
75
 
Hal tersebut berarti bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada 
kewenangan yang sah yang memiliki dasar hukum. Oleh karena itu sebagai 
konsekuensi logis dan yuridis dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diundangkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok -Pokok 
Agraria. Pasal2 mengatur bahwa:  
1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan 
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat.  
2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat  (1). Pasal ini memberi 
wewenang untuk : 
                                                 
74
  Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
75
  Yudhi Setiawan, Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik, (Malang, Bayumedia 























a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
b. mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada 
ayat (2). Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 
dan makmur. 
Merujuk Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960, dapat diketahui 
bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi utama keagrariaan yang harus dijalankan oleh 
negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yaitu : 
1) Mengatur dan Menyelenggarakan peruntukan penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 




Sehingga dengan wewenang yang bersumber pada hak negara untuk 
menguasai tanah harus dipergunakan untuk: 
a) Mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat 
b) Membahagiakan dan mensejahterakan rakyat; 
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c) Memerdekakan rakyat dari berbagai tekanan hidup; dan 
 
Memantapkan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran di kalangan 
masyarakat luas.
77
 Menurut hukum tanggung jawab adalah “suatu akibat atas 
konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika 
atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.”
78
 Selanjutnya menurut Titik 
Triwulan “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 
menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 
sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 
memberi pertanggungjawabannya.”
79
 Menurut hukum perdata dasar 
pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. 
Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan 
(lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang 
dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau 
tanggung jawab mutlak (strick liabiliy). 
Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti 
bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena 
merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa 
konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung 
bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. 
Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diatur dalam Buku III 
KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 
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 Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah 
perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena 
salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 
3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :
81
 
a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 
b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 
kesengajaan maupun kelalaian).  
c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan 
melawan hukum lainya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata dinegara sistem 
Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :
82
 
a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 
kelalaian),  sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 
b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur 
kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. 
Berdasarkan pendapat dari Sjachran Basah sebagaimana yang dikutip oleh 
SF. Marbun dinyatakan bahwa, “Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria 
merupakan landasan hukum yang memungkinkan administrasi Negara 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pertanahan
83
”. Hal tersebut 
berarti bahwa diaturnya hak menguasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna 
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bahwa negara sebagai tingkat tertinggi yang memiliki kewenangan dalam bidang 
pertanahan, dimana negaralah yang memiliki kewenangan dan berhak mengatur 
penguasaan, peruntukan, pemanfaatan dan penguasaan tanah, sehingga 
kewenangan negara ini merupakan suatu kewenangan asli atau yang disebut 
dengan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang lansung bersumber pada 
Pasal 33 ayat (3) yaitu memberikan kewenangan tersebut kepada penyelenggara 
pemerintahan untuk mengatur penguasaan, peruntukkan dan pemanfaatan tanah. 
Jadi dalam rangka pelaksanaan kewenangan dalam bidang pertanahan tersebut, 
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membentuk suatu Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga 
Pemerintahan yang mengurusi dan menangani bidang pertanahan. Dengan kata 
lain bahwa segala urusan dibidang pertanahan menjadi wewenang Badan 
Pertanahan Nasional yang dipimpin oleh seorang kepala, dan ini berarti adanya 
suatu penyerahan wewenang dari Presiden kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional untuk menangani urusan dalam bidang pertanahan. Sehingga ketentuan 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
tersebut dan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijadikan 
landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di 
bidang pertanahan. 
Presiden melalui PP No. 20 Tahun 2017 menetapkan tentang BPN.  BPN 
merupakan badan pemerintah dalam tingkat pusat yang diberikan wewenang, 
tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam 
bidang agraria dan tata ruang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 























Nasional membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
sebagaimana yang diatur dalam Perkaban No. 2 Tahun 2013 tentang Pemberian 
Wewenang Kepada Kantor Pertanahan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka terlihat adanya pelimpahan kewenangan 
dari Presiden kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menangani bidang agraria 
dan tata ruang yang selanjutnya adanya pelimpahan wewenang kepada Kantor 
Pertanahan. Dalam rangka melaksanakan regulasi tersebut, Pemerintah dalam hal 
ini Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tindakan-tindakan hukum dalam 
penyelesaian kasus pertanahan salah satunya yaitu tindakan hukum berupa 
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, sebagiamana yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan (selanjutnya disebut “Perkaban No. 11 Tahun 2016) yang intinya 
menetapkan bahwa kasus pertanahan yang dalam penanganan BPN RI dinyatakan 
selesai dengan kriteria penyelesaian berupa Penerbitan Keputusan tentang 
pemberian Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, pencatatan 
dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai surat pemberitahuan 
penyelesaian kasus. Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah termasuk Sertipikat 
Hak Milik Atas Tanah merupakan salah satu kebijakan pertanahan nasional dalam 
rangka menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan hukum dengan tanah. Dalam melakukan pembatalan Sertipikat Hak 
Milik Atas Tanah terlebih dahulu harus mengetahui perolehan hak atas tanahnya, 
dimana dengan diketahui perolehan hak atas tanahnya, maka akan menimbulkan 























hak milik atas tanah disebabkan oleh perolehan atau penerimaan haknya tidak 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya 
atau telah terjadi kekeliruan atau kesalahan baik secara administrasi maupun 
dalam hal penerapan peraturannya dalam pemberian haknya tersebut, yang dapat 
diketahui baik melalui putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan 
hukum tetap maupun tidak. 
Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Pasal 2 dari Perkaban No. 11 
Tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa
84
 :  
1. “Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:  
a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau 
Perkara;  
b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau 
Perkara; dan  
c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat 
dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.  
2. Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah.” 
 
Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) dan  (4) Perkaban No. 11 Tahun 
2016     tertulis :”
85
 
Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:  
a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau 
perhitungan luas;  
b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau 
pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;  
c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran 
hak tanah;  
d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;  
e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu 
alas haknya jelas terdapat kesalahan;  
f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran 
tanah;  
g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;  
h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;  
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i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;  
j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau  
k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.  
3. Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan 
merupakan kewenangan Kementerian dan menjadi kewenangan instansi 
lain.” 
 
Terkait dengan perbuatan hukum dalam menerbitkan Keputusan 




1. “Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah 
BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan 
menerbitkan:  
a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;  
b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;  
c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku 
Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau  
d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).  
2. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda 
bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.  
3. Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar 
umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan 
pembatalan terhadap hak atas tanahnya.  
4. Keputusan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
yang menyebabkan perlu adanya perubahan data pada Keputusan 
Pemberian Hak atau Keputusan konversi/ penegasan/ pengakuan, maka:  
a. Menteri, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak;  
b. Kepala Kantor Wilayah, melakukan perbaikan terhadap keputusan 
pemberian hak atau Keputusan konversi/ penegasan/ pengakuan 
hak dimaksud.  
5. Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor 
Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk 
Menteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.  
6. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan 
Sertifikat, Keputusan Perubahan Data Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku 
Tanah dan/atau Daftar Umum Lainnya atau Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
7. Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat 
hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai 
kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang 
tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 
(satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.” 
  
Pelaksanaan keputusan penyelesaian, diatur dala “Pasal 27 Perkaban No. 
11 Tahun 2016 menyatakan bahwa Keputusan penyelesaian Sengketa atau 
Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan”.
87
 Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan yang bertanggung 
jawab. 




1. Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan 
Sertifikat atau Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Kepala Kantor Pertanahan 
memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada 
para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak 
lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.  
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir 
dan para pihak tidak menyerahkan sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan 
melaksanakan Pengumuman mengenai pembatalan hak atas tanah, 
pembatalan sertifikat atau perubahan data, di Kantor Pertanahan dan 
balai desa/kantor kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari.” 
 
   Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengatur 
tentang penyelesaian sengketa pertanahan dan pertanggungjawaban telah dibagi 
antara Kepala Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
Tetapi tidak jelas dengan pertangungjawaban terhadap kelalaian yang dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan. 
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Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault 
responsibility). Tanggung jawab ini merupakan prinsip yang berlaku secara umum 
dalam hukum pidana dan hukum perdata dan sering disebut dengan state liability). 
Tanggung jawab negara secara yuridis tidak dapat dilepaskan dengan posisi 
Negara sebagai “badan hukum” yakni sebagi subjek hukum yang memiliki 
kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta dapat melakukan perbuatan hukum. Posisi 
Negara sebagi badan hukum dapat di analogikan  dengan posisi korporasi sebagai 
badan hukum, yakni Negara subjek hukum dapat  melakukan  perbuatan hukum 
(Juristic person). Tentu saja Negara dapat bertindak melakukan perbuatan hukum 
melalui organ-organ Negara, khususnya  pemerintah sesuai dengan fungsi 
kewenangannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pertanahan Jakarta 
Pusat yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan atas permohonan 
pendaftaran Hak Tanggungan dari dr. Baron. Ada unsur kelalaian dalam 
pelaksanaan kewenangan kantor pertanahan Jakarta Pusat yaitu : 
1. Adanya unsur kelalaian dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat pada saat 
melakukan pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan 
oleh dr. Baron sehingga sertipikat Hak Guna Bangunan yang tidak pernah 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dinyatakan “Telah diperiksa dan 
sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat”  
2. Akibat dari kelalaian Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tersebut maka dr. 
Baron yang sudah mendapat kepastian atas jaminannya menandatangani 
Perjanjian kredit dengan Henny Teguh dan memberikan sejumlah dana 























3. Sertipikat Hak Tanggungan yang didaftarkan dr. Baron atas APHT yang 
ditandatanganinya tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan obyek Hak 
Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu. 
4. Kelalaian dari Kantor Pertanahan menimbulkan kerugian bagi dr. Baron 
yang tidak mendapat pengembalian pembayaran hutang dari Henny Teguh 
dan tidak dapat melakukan eksekusi jaminan. 
Kerugian yang dialami oleh dr. Baron menimbulkan tanggung jawab 
hukum dari Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak 
Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu yaitu tanggung jawab 
dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian pasal 1366 KUHPerdata, 
bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Atas kelalaiannya Kantor 
Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat 
Hak Guna Bangunan palsu maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, Kantor 
Pertanahan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. 
 
3.2.  Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Sebagai Pemegang Hak 
Tanggungan Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Di Atas 
Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu 
 
3.2.1. Hak Prefern bagi Pemegang Hak Tanggungan 
Fungsi utama lembaga jaminan adalah disatu sisi merupakan kebutuhan 























demikian debitur dikatakan telah cidera janji, dengan demikian fungsi benda 
jaminan baru nampak kegunaannya.
89
 
Bagi masyarakat perorangan atau badan usaha yang berusaha 
meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan 
pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam 
bentuk perkreditan, agar mampu mancukupi dalam mendukung peningkatan 
usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam sistem 
perekonomian negara haruslah dipastikan kreditur mendapatkan perlindungan 
melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian 
hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi 
timbulnya resiko bagi kreditur pada masa yang akan datang. Untuk usaha tersebut 
dapat menggunakan jasa perbankan. 
Seperti yang diketahui bahwa jaminan yang bersifat kebendaan 
dilembagakan dalam bentuk Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai. 
Jaminan kebendaan sendiri adalah tindakan penjaminan oleh kreditur terhadap 
debiturnya guna memenuhi kewajiban dari pihak debitur.
90
 Pemberian jaminan 
tersebut dapat berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si 
pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban 
(utang) seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kepemilikan atas nama 
debitur atau pihak lain. Jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin 
pemenuhan jaminan atas utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai 
jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir hanya dengan jaminan kebendaan 
saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai 
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kreditur preferen yang berarti akan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki 
oleh kreditur konkuren (1132 KUHPer), sehingga kreditur preferen mampu 
mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan 
kreditur-kreditur lainnya. 
Pada jaminan kebendaan terjadinya karena perjanjian antara kreditur dan 
debitur, maka Undang-undang memberikan hak istimewa kepada kreditur-kreditur 
tertentu berdasarkan sifat piutangnya, disebut dengan hak istimewa atau privilege 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1134 ayat (1) KUHPer.
91
 Jaminan kebendaan 
selalu melekat dengan adanya hak kebendaan yang memberikan ciri-ciri sebagai 
hak revindikasi dan hak droit de suit 
92
 
Atas ciri hak kebendaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
munculnya jaminan  dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum kepada para 
pihak yang menyelenggara perjanjian. Penjaminan tersebut diharapkan dapat 
memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur mengalami kepailitan 
yang menyebabkan kemampuan untuk melunasi hutangnya kecil. Dengan jaminan 
kebendaan ini maka akan melahirkan hak kebendaan yang akan mengikuti benda 
jaminan itu berada dan sebagai hak kebendaan ini pula memiliki hak prioritas dan 
didahu lukan dari kreditur lainnya apabila debitur lalai dalam melakukan 
pelunasan utangnya. Berbeda dengan jaminan perorangan yang melahirkan hak 
perorangan. Jaminan perorangan ini lahir atas hak relative yang hanya berlaku 
pada lawan kontraknya saja berdasarkan Pasal 1315 KUHPer jo Pasal 1340 
KUHPer. 
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Munir Fuady mengatakan bahwa separatis berkonotasi “perpisahan“ hal 
tersebut dikarenakan kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari 
kreditur lainnya, dalam arti bahwa kreditur separatis dapat menjual serta 
mengambil sendiri dari hasil penjualan yangterpisah.
93
 Sedangkan menurut Sri 
Soedewi, hak kreditur separatis atas para pemegang jaminan kebendaan dapat 




dr. Baron selaku kreditur memiliki hak Preferen sebagai pemegang hak 
tanggungan tetapi hak tersebut gugur dikarenakan obyek hak tanggungan yaitu 
Sertipikat Hak Tanggungan dinyatakan palsu. Dapat dikatakan dr. Baron 
memberikan kredit tanpa jaminan kepada Henny Teguh. Karena APHT adalah 
perjanjian pengikatan jaminan dan ketika obyek dari perjanjian tersebut 
dinyatakan palsu atau tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan maka 
perjanjian APHT tersebut menjadi batal demi hukum. Tidak sahnya obyek hak 
tanggungan membuat APHT tersebut batal demi hukum. dr. Baron selaku kreditur 
kehilangan hak preferen atas hak tanggungannya.   
3.2.3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur 
Kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur tentulah tidak saja 
memberikan kredit secara cuma-cuma tetapi ketika kreditur mempunyai 
keyakinan atas pengembalian uangnya maka kreditur baru sepakat memberikan 
kredit kepada debitur. Bagaimana ketika debitur wanprestasi apakah kreditur 
memiliki kepastian untuk pembayaran atas kreditnya. Hal inilah yang menjadi 
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pertimbangan kreditur dalam pemberian kredit. Yang menjadi pertimbangan dari 
pemberian kredit adalah : 
a. Kreditur mengetahui siapa debiturnya  
Prinsip ini sekarang dikenal dengan prinsip Know Your Customer 
(KYC). Kreditur mempelajari bagaimana karakter dari debiturnya, 
apakah debitur memiliki karakter yang memegang janji dan apakah 
keuangan debitur dapat menjamin pembayaran hutangnya. Apakah 
debitur memiliki reputasi kredit yang baik. Hal-hal ini yang harus 
dipelajari oleh debitur. 
b. Adanya jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur 
Jaminan berupa barang solid seperti rumah tinggal, ruko, pabrik, gudang 
dalam hubungan pinjam meminjam biasanya merupakan pilihan utama 
dari kreditur kepada debitur dan tentunya jaminan tersebut memiliki 
harga  yang cukup untuk mengganti nilai hutang dari debitur berikut 
bunga dan dendanya apabila debitur wanprestasi. 
c. Adanya ketentuan wanprestasi dalam perjanjian ; 
Debitur yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi wanprestasi, 
disebabkan oleh tiga alasan yaitu sebagai berikut : 
1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya yang 
diperjanjikan adalah sekeranjang buah pier tetapi yang 
diserahkan oleh debitur adalah sekeranjang buah jambu.  
2) Debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang 
telah dijanjikan. Hal ini dibedakan atas dua macam, yaitu 
terlambat melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak 
memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi 
sama sekali, karena tidak mungkin dilakukan atau karena debitur 























3) Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi 




Berdasarkan uraian di atas, maka definisi wanprestasi adalah debitur yang 
tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi 
perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak kreditur 
dengan pihak debitur, serta apabila ia telah diberikan teguran oleh pihak 
kreditur.
96
 Wujud dari debitur yang wanprestasi dapat dilihat dalam tiga wujud, 
wujudnya bisa berupa debitur sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur yang 
sama sekali tidak memberikan prestasi. Debitur keliru dalam berprestasi, 
maksudnya debitur berpikir bahwa ia telah memberikan prestasinya, tetapi pada 
kenyataannya yang diterima oleh kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal ini 
termasuk juga penyerahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan 
debitur yang terlambat berprestasi, maksudnya objek prestasinya sudah benar 
akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.  
Pendapat para ahli diatas adalah wujud dari wanprestasi sangat umum dan 
bersifat abstrak, misalnya “debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali”, 
salah satu wujud dari wanprestasi ini dapat ditafsirkan seperti, debitur tidak 
menyerahkan barang yang diperjanjikan atau dapat juga ditafsirkan, debitur tidak 
membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal tersebut dapat terjadi karena 
debitur sengaja atau karena debitur lalai, sehingga dapat dilihat bahwa hal-hal 
tersebut, pada sebenarnya terjadi oleh karena pribadi dari si debitur di dalam 
melaksanakan perjanjian, dalam hal ini disebabkan karena tidak adanya iktikad 
baik dari pihak debitur baik secara subjektif maupun secara objektif. Secara 
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subjektif dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian, debitur harus 
memiliki sikap batin yang baik, yaitu tahu, sadar dan mau melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya didalam perjanjian. 
Lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur? Perlindungan 
hukum yang dimiliki oleh kreditur adalah ; 
a. Wajib diperhatikannya prinsip kehati-hatian dari kreditur dalam 
pemberian kreditnya. 
b. Perjanjian kredit memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 
yaitu yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPer. Selain syarat-syarat 
pada Pasal 1320 KUHPer yang harus dipenuhi, perjanjian kreditpun 
disarankan untuk dibuat dengan akta otentik sebagai alat pembuktian 
yang sempurna. Akta Otentik dibuat dihadapan Pejabat Negara yaitu 
Notaris.
97
 Perjanjian kredit ini dapat menjadi dasar hukum bagi 
kreditur untuk melakukan gugatan eksekusi jaminan maupun gugatan 
perdata di Pengadilan. 
c. Hak eksekusi jaminan dalam hal ini kita melihat hak eksekusi 
jaminan atas hak tanggungan yang dimiliki kreditur. 
d. Hak untuk meminta pembayaran kembali atas kredit yang telah 
diberikan kepada debitur 
e. Hak memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer.  
Banyak Ganti rugi diatur pada Pasal 1243 KUHPer sampai dengan 1252 
KUHPer. Menurut Pasal 1246 KUHPer, ganti rugi dapat berupa : Kerugian yang 
senyata-nyatanya diderita dan bunga, dan keuntungan yang diharapkan. Kedua 
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macam kerugian tersebut sudah mencakup biaya, rugi dan bunga, sebagaimana 
diatur pada Pasal 1243 KUHPer dan harus merupakan akibat langsung dari si 




Pembayaran ganti rugi diberikan apabila, kerugian yang diderita oleh 
kreditur adalah kerugian yang telah diduga sejak awal perjanjian itu dibuat. 
Apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur dalam memenuhi prestasinya, selain 
ganti rugi, biaya dan bunga, maka pembayaran ganti rugi dapat diberikan 
berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan di dalam perjanjian. 
Pembayaran ganti rugi diberikan apabila kerugian yang diderita oleh kreditur 
merupakan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana untuk 
menentukan debitur telah wanprestasi, si debitur dinyatakan lalai terlebih dahulu, 
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pernyataan lalai, merupakan 
syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya wanprestasi. Pernyataan 
lalai dibutuhkan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan 
perjanjian dengan membuktikan adanya wanprestasi. Apabila kreditur ternyata 
menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, maka pernyataan lalai tidak diperlukan, 
karena ketentuan untuk pelaksanaan prestasi sudah diatur dalam perjanjian dan 




Teori Perlindungan hukum menitik beratkan pada  suatu usaha untuk 
memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah 
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ditentukan. Kreditur telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian kredit 
yaitu : 
a. Memberikan dana sebagai pemberian kredit 
b. Meminta pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembayaran  
c. Melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur telah memenuhi 
syarat dinyatakan wanprestasi sesuai dalam Perjanjian kredit. 
Ketika kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka 
Kreditur memiliki hak untuk pengembalian kredit yang diberikannya kepada 
debitur.  
dr. Baron telah memberikan waktu kepada Henny Teguh untuk melakukan 
pembayaran tetapi Henny Teguh tidak melakukan kewajibannya dan ketika dr. 
Baron melakukan eksekusi jaminan ternyata eksekusi tidak dapat dilakukan 
dikarenakan obyek hak tanggungan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan 
dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atau dinyatakan palsu. 
Perlindungan hukum yang dimiliki dr. Baron yaitu hak atas jaminannya telah 
hilang. Tetapi walaupun hak eksekusi atas jaminan tidak dimilikinya, dr. Baron 
sesungguhnya masih memiliki perlindungan hukum yang lain. Teori perlindungan 
hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hardjon dapat kita gunakan 
Perlindungan hukum yang represif yaitu perlindungan hukum bagi rakyat oleh 
Peradilan Umum di Indonesia termasuk peradilan Tata Usaha Negara. 
Perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan 
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Palsu adalah ;
 























b. Melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Kantor Pertanahan di 





























4.1. Kesimpulan  
1. Kerugian yang dialami oleh dr. Baron menimbulkan Tanggung jawab 
hukum dari Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak 
Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu yaitu 
tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian 
pasal 1366 KUHPer, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab 
tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang 
hati-hatinya. Atas kelalaiannya Kantor Pertanahan yang telah 
menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna 
Bangunan Palsu maka berdasarkan pasal 1365 KUHPer, Kantor 
Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. 
2. Perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak 
Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di atas 
Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu adalah ; 
a. Melakukan gugatan perdata kepada Debitur di Pengadilan 
Negeri 
b. Melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Kantor 

























1. Perlu adanya ketentuan hukum yang lebih jelas terhadap tanggung 
jawab dari Kantor Pertanahan dalam hal kelalaian melakukan 
pendaftaran hak atas tanah dan pendaftaran hak tanggungan. 
2. Perlu ditingkatkannya prinsip kehati-hatian dari Kantor Pertanahan 
dalam pengecekan keaslian Sertipikat hak atas tanah, pemberian 
Sertipikat Hak atas Tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Tangungan. 
3. Perlunya dibuatkan  proteksi khusus terhadap blanko Sertipikat Hak 
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